Menimbang

Mengingat :

. &

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WAL KOTA PAGAR ATAM

NOMOR 19 TALIUN 2087

TIENTANG

PENY ELENGOARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK INTEGRATH?
DIENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 195A

WALI KOTA PAGAR ALAM,

bahwa peningkatan  kualitas  sumber  daya manasi dalam

pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal
sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode
anak usia dini vaitu sejak janin sampai anak berusia O (enaim)
tahun yang terlihat dari meningkatnya derajot keschatan, status
gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual
dan kescjahteraan anak;

bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang
anak usia dini secara holistik integratil diperlukan komitmen
unsur terkait yaitu orang ftua, keluarga, masyarakat dan
Pemerintah Kota,

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf adan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Wali
Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik Integratif;

Pasal 18 ayat (0) Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4115);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
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109, Tambahan Lembaran Negiara Republik Indonesia Nomor
1235) sebagaimana telah diubih heherapa kali terakhin dengan
Undang, Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag,
Undang Hulkum Pidana (Lembaran: Negara Republik indonesia
Fahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6842,

Undang Undang  Nomor 20 Tahun 2003  tentang,  Sistemn

Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301)  sebagaimana  telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitah Undnag
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 t(entang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 1entang, Perubanian
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atas Peraturan Pemerintah Homor 7 Tahun 2021 tentang
{ , [ 1 pRppae. 1 1l
Standar - Nasional pendidikan  (Lembaran - Regzrs rpublik

indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tarmbahan [ambaran Hegpra
Republik Indonesia Nomor 5670,

O Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan

Penurunan  Stunfing (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2021 Nomor 172);

; ) o, S S
10, Peraturan Presiden  Nomofr 60 fahun 2013 tentang

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20175 Normor 146);
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Menteri Koordinator Bidang Kesejahterann Puakyal

11, Peraturan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan

Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 143;

12. Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayasn Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1668),

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1679);

14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota
Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3J;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN ~ WALI  KOTA  TENTANG  PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, vang dimaksud dengan :
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kota adalah Kota Pagar Alam;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;

Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat
Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pagar Alam.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang
selanjutnya disingkat UPTD Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang
Berbentuk satuan pendidikan,

Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha alau yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integralil adalah upaya
Pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling
terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi;

Pendidikan adalah usaha sadar dan lerencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta aktil mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serla keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD

adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak
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pendidik  PAUD adalah tenaga profesional ~ yang

1 6 ([enam) tahun yang dilakukan

scjak lahir sampai dengan usi
mbantu

rian rangsangan pendidikan untuk me

melalui pembe
asmani dan rohani agar anak

pertumbuhan dan pcrkcmbangzmj
alam memasuki pendidikan Jebih lanjul;

memiliki kesiapan d
bertugas

iksanakan proses pembelajaran dan menilai

merencanakan, mele
melakukan ~ pembimbingan,

hasil ~ pembelajaran  serta

pengasuhan,  dan perlindungan anak didik, terdiri atas
guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh;
Tenaga  Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan,

pengembangan, ~ pengawasar, pengelolaan, pelaksanaan

sihan, dan petugas keamanan pada

administrasi, petugas keber
terdiiri atas pemilik

proses pendidikan di Lembaga PAUD,
Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPA], Kepala
Sekolah/pengelola, petugas administrasi,

dan Satuan Pengamanan seerta tenaga dengan sebutan lain

petugas kebersihan

yang bekerja pada satuan PAUD;

Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Organisasi
Kemasyarakatan,Yayasan/Badan Hukum dan/atau Perorangan;
Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebubt
pengawas TK dan pemilik PAUD adalah tenaga kependidikan
dengan lugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu
dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD);

.Pengawas pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat

PPAl Dasar adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama
melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak
program pendidikan agama islam Raudhatul Athfal;

Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokan atas
janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia
24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6
(enam) tahun;

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini  Holistik
Integratif yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PAUD HI
adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara

menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan



=

-~

19,

22,

N
s

25.

PAUD  Informal  adalah

csensial - anak  mencangkup  kesehatan,  giz, pengasuhan,
petdindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak
Indonesia yang schat, cerdas, ceria, dan herakhlak mulia;

PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini
vang disclenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan
Rauchatul Athfal,

PAUD Non Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia
dini yang disclenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak,
Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);

jenis  layanan  PAUD  yang

disclenggarakan dalam lingkungan keluarga:

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkal TPA adalah

salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan
dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai
pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang
tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup
dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain:

Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah
satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun,
dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika didaerah
tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak

agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih

lanjut;

.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah

salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan

6 (enam) tahun;

24. Raudhatul Athfal atau Bustanul Aftal yang selanjutnya disingkat

RA/BA  adalah  salah satu  bentuk layanan PAUD yang
menyelenggarakan  program pendidikan kekhususan Agama
Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam)
tahun secara lebih struktur;

Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat
TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur
pendidikan formal yang menyediakan program Pendidikan bagi

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini;
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7 Kutilalum pAUD adaliah s('p('lun;-_k:

CGugus pAUD adalah wad

Gatuan PAUD ejenis yang Aelanjutnyi disinplal qpy adalah
atuan PAUD welain TPA, K13, TK, dan RAJDBA v,

saluan !
n PAUD yang, felah ada

(erinteprasilan denpan Lerhagai Tayana
Posyandu Plas, Ding Keluarga 3aliti,

dimasyarakal sepetti
ferkail lainnya,

1 p('n(li(lik;m Al Quian atatl Jayanan
| rencana date pe

Tan
ppanturan

mengenat materi dan fujuan pelajaran qerta cara Yanh
sebapai pedoman Jeepiatan prmlu-lui;n;m untuk

digunalkan
m pada satuan PAUD;

mencapai tujuan pendidil
grandar Tingkal Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini
selanjutnya disehut STPPA adalah kriteria (entang kemampuan
p«:llu-ml);nw,un dan

yang, dicapai anak  pada seluruh aspek

pm'lmnhulmn, mencangkup aspek nilai agama dan moral, fisik-

motorik, kognitil, hahasa, sosiul-(-,m()simml, serta seni;

ah berkumpulnya para pendidik dan

([enaga kependidikan pada level hawah yang hertujuan untuk

meningkatkan kincerja  Pembina pendidikan, pendidik, dan
[enaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secard
pmli'si()nnl yang, cfektif dan efisian;

Kelompok Kerja Gugus PAUD yang, selanjutnya disingkat KKG

pPAUD merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja
guru-guru anggola Gugus;

Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang
berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kota Pagar Alam
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;

Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan

PAUD dan Bina Keluarga Balita;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai

pedoman, pembinaan, pengawasan, dan cvaluasi  dalam

penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan Penyelenggaraan PAUD

11 di Kota.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota adalah

a. terpenuhinya kebutuhan dasar anak  usia dini secara utuh
meliputi pendidikan, Kesehatan, gizi dan perawatan, pembinaan
moral emosional, pengasuhan dan perlindungan schingga anak
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok
umur dan mencegah terjadinya stunting,

b. terlindunginya  anak  dari  segala bentuk — kekerasan,
penelantaran, perlakuan yang salah, dan cksploitasi di manapun
anak berada;

¢. terselenggaranya  lembaga layanan  terkait, sesuai  kondisi
wilayah; dan

d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua,
keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, dalam upaya

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut :

a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan
atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial,
utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan
terencana  mencangkup lingkungan mikro, makro meliputi
layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan
rangsangan pendidikan;

b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang
diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar
benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang

anak usia dini;

o

pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai
dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar
belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap 8
(delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan,
kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat,
berbicara dan perlindungan;

d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta

diterima oleh kelompok masyarakat;



¢. Partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan
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dunin usaha yang  ada di sekitar  lingkungan pelayanan

pendidikan anak usia dini;
berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifa

membangun yvang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan

hermain anak; dan

1 tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan

koordinasi lintas  scktor instasi pemerintah  dan  organisasi
terkait.
BAB 11
STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

(1) Strategi  Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan

dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor

sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;

(2) Strategi Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan
pemangku kepentingan;

b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama
antara instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan
layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;

c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidikan dan
tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga
pelayanan;

d. penyedia layanan yang menyeluruh, merata, terjangkau dan
berkualitas;

e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;

[. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan
masyarakat pada umumnya; dan

kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri,

ga

organisasi mitra, dan organisasi profesi.

(3) Strategi Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan

dengan menerapkan:
a. standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan



b. penyedinan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan
lerdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan

PAUD HI.

Pasal 6
(1) Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan
adalah:

a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang
mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;

b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;

¢. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina
Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga, dan kader - kader masyarakat yang
sejenis;

d. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan,

e. pemerintah kota;

f. perguruan tinggi, organisasi prolesi, organisasi
kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;

g. media massa; dan

h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra
pembangunan nasional dan internasional.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf' b
terdiri atas:

a. TK dan bentuk satuan pendidikan jalur formal sejenis; dan

b. KB, TPA, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar
Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis.

(3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, antara lain:

a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat
Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan
pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan;

b. penyelenggaraan pelayanan peningkatan kapasitas orang tua
dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina
tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita

atau sebutan lainnya;



¢ ¢ sehatan
pelayanan pembangunan kesehi

¢. penyelenggaraan
arakal yakni Pos Pelayanan ferpadu,

bherstmber daya masy
dan

AT ; percayann
d. penyelenggaraan pelayanan - keagamain dan  kepercay

i b percayaar
seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAL 1T
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAD

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan
tanggungjawab bersama Pemerintah Dacrah dan masyarakat.

(2) Pemerintah  dacrah mengupayakan  ketersediaan Jayanan
Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan.

(3) Ketersediaan layanan Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan
program PAUD pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun
bagi anak usia dini.

(4) Penyelenggaraan  PAUD  HI pada  satuan  pendidikan oleh
Pemerintah Kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan
berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat,

Pasal 8

(1) Dinas melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan (eknis,
supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait
layanan Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan.

(2) Dinas yang membidangi urusan Keschatan melaksanakan
pelayanan, fasilitas, bimbingan teknis, supervisi, advokasi,
pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan keschatan di
satuan pendidikan paling sedikil meliputi:

a. pemeriksaan keschatan;

b. pembinaan gizi;

c. imunisasi;

d. pemberian vitamin kepada anak; dan

e. penyuluhan kesehatan.



(3) Dinas  yang  membidangi  Pemberdayaan - Perempuan dan
Perlindungan — Anak — melaksanakan pelayanan, fasilitas,

himbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, cvaluasi dan

pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit

meliputi:

a. petlindungan  (perlindungan — anak
perlakuan yang salah, dan

dari  segala  bentuk

kekerasan,  penelantaran,

cksploitasi anak|; dan
b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasaan,

atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

(1) Dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan (eknis,
supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait
pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak alas
kepemilikan identitas dan akta kelahiran.

(5) Dinas yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga  Berencana melaksanakan pelayanan, fasilitas,
bimbingan (eknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan
pembinaan keluarga.

(6) Dinas yang membidangi urusan Sosial melaksanakan pelayanan,
fasilitas, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan

kepada masyarakat.

Pasal 9
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Satuan pendidikan secara holistik integratif memiliki tugas dan

tanggung jawab untuk:

a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan
mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam Penyelenggaraan
PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan,
perlindungan anak, dan kesejahteraan;

b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke dalam
program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian)
yang memuat komponen pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD
HI;



o menyedinkan sarana dan prasarana layanan Penyelenggaraan
PAUD T di satuan pendidikan,

d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama  serta tokoh
masvarakal dalam pelaksanaan program parenting,

¢ memperluas jaringan kemitraan - dengan - dengan bergabung
dalam organisasi profesi seperti Tkatan Gura Taman Kanak
Kanak Indonensia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini
Indonesia, dan aktil di Gugus PAUD.

[ bermitra dengan  penyelenggaraan  layanan  keschatan, gizi,
pengasthan,  kesejahteraan,  perlindungan — anak dan/atau
keagamaan,

o melaporkan  program  Penyelenggaraan  PAUD HI di safuan
pendidikan  kepada instansi - terkait  untuk mendapatkan
bimbingan dan pembinaan,

Pasal 11

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan

pelayanan  kesehatan, pendidikan  keschatan dan  pembinaan

kesehatan lingkungan,

Pasal 12
Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan
keschalan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan,
perawatan, dan kescjahteraan anak serta layanan tumbuh

kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

Pasal 13
Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan
pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait

pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

BAB IV
PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 14

(1) Dinas melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan
memastikan ketersediaan layanan PAUD pada setiap kelurahan
terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.

(2) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan

oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.



(1) ketersediaan layanan PAUD webagalmani dimaksud padi nyil
(1) untuk annk sejnk lahit campal dengan 6 (enam) tahun
an O (enam) tahun

denpan prioritas wsin O (ima) qampat deng,

Pasal 15
(1) Satuan |wn(|i(hk,m bherperan sehagal p('n\(‘l(‘n;u:.u.\ Jayanan
PAUD secata holistik intepratil dengan bimbingan, p«'n;{.n\'ns‘nn,

lari Dinas

doan pembinaan
i oanak nsin dind secara h

(2) Layanan pendidikan i olistik integratil
ma dimaksud pada secata

v dengan penyclenpgats

() dilaksanakan

L dan/atau tenaga

sehagainn ayal
mandirt atau hermili
perawatan, |wn;v_.|.\nlmn,

pelayanan keschatan, iz,

perlindungat, dan/atan kesejahteraan analk.

BABV
UGAS l’I",NYI",l,l",N(‘n(‘-l\R/\/\l¥ PAUD HITPADA
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

GUGUS T

(1) Dalam rangka melaksanakan layanan Penyelenggaraan PAUD HI
pada satuan pendidikan dibentuk gugus gas.

(2) Gugus  Lugas sehagaimana dimaksud — pada ayal (0

berkedudukan pada Dinas.

gaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

(3) Unsur gugus tugas sebi
dari:
a. lintas sektor;
by, akademis;
Cs <)rga|niszlsi milra; dan
d. organisasi profesi.
(4) Gugus tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17
Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
N A <
memiliki tugas sebagai berikut
a. mengordinasikan pembuatan kebijakan Penyelenggaraan PAUD

111 pada salui ‘ndidike ingk i
I tuan pendidikan tingkat Pemerintah Daerah Kota

Pagar Alam;



h. mensinkronasikan penyusunan rencara prograni, kegiatan, dan

Cs
. mengoordinasikan  pelaksanaan

o

anggaran Penyelenggaraan PAUD HI pada saluan Pendidilan
pada organisasi perangkat dacrah Kota Pagar Alain,

memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka
pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan;
pemantauan  dan  evaluasi
Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan; dan
menyelenggarakan — advokasi — dalam rangka  pelaksanaan

Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 18

(1) Susunan keanggolaan gugus (ugas sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri dari ketua dan anggota.

(2) Pimpinan gugus lugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

terdiri atas:
a. Ketua . Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
h. Anggota : 1. Dinas yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan dibidang pendidikan;
2. Dinas yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan dibidang Kesehatan,
3. Dinas yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah dibidang Sosial;
4. Dinas yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan  dibidang  Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Dinas yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan dibidang Pencatatan Sipil;
6. Dinas yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan  dibidang  Pemberdayaan

Perempuan dan Anak.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, gugus tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama,
dan/atau berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah

Kota Pagar Alam terkait dengan pihak lain yang dianggap perlu.



() Gugus tugas dalam melaksanakan Penyelenggaraan PAUD HI
pada satuan Pendidikan berpedoman pada norma,  standar,
prosedur dan kriteria vang ditetapkan oleh kementrian/lembaga
pemerintah nonkementiian terkait serta berkoordinasi dengan

Gugus Tugas Pasat dan Provinsi,

Pasal 20

(1) Untuk mendukung kelancaran fungsi gugus tugas dibentuk
Sckretarial gugus tugas.

(2) Sekretariat sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dilaksnakan
sccara fungsional oleh salah satu unit kerja di lingkungan
Sckretariat Dacrah Kota Pagar Alam.

(3) Sckretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mempunyal  tugas  memberikan  dukungan  teknis  dan
administrasi kepada gugus tugas.

(1) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sekretariat  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21
(1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan PAUD HI
pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok,
maupun organisasi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui :

a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan
dan/atau  Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan
pendidikan;

b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait
dengan Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan;

c. pemantauan Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan
pendidikan;

d. dukungan sumber daya; dan/atau



BT i ; ai
ATan: ¢ asarana lamnnya hag
¢ penyediaan tempat, sarand dan prasari

Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan.

‘ imak ada ayat (1
(3] Peran serta masyarakat sehagaimana dimaksud pada ay (1)

| e ‘ raturan
dan ayat (2) dilaksanakan sesual dengan ketentuan per 1

perundang undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 22
Sumber  pendanaan Penyelenggaraan PAUD HI  pada satuan
pendidikan, antara lain:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

bh. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Gugus Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap
penyelenggaraan  kegiatan — dan kemajuan  pengembangan
program Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan.

(2) Hasil evaluasi Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi bahan
masukan dalam penyususnan kebijakan, program dan kegiatan
tahun mendatang.

(3) Gugus Tugas menyampaikan laporan hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan
pendidikan kepada Wali Kota secara berkala.

(4) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pelaksanaan program dan kegiatan,

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan,

d. penggunaan anggaran;

e. permasalahan yang dihadapi;

[. upaya yang telah dilakukan; dan

g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.



13AI VI
PENUTUPR

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tan raal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Dacrah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal, 15 M@ 9023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 15 M Q07>

SEKRETARI§ KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN #0% NOMOR 2





